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bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional diatur bahwa setiap Kementerian/Lembaga menetapkan

Rencana Staretiy Kementerian/Lembaga yang sesuai dengan

Rencana Pembanguan Jangka Menengah Nasional;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional 2020-2024, Mahkamah Agung telah
menetapkan Rencana Stategis Mahkamah Agung Tahun
2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan
Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
237A/SEK/SK/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 tentang Rencana
Stategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024;

c. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 237A/SEK/SK/V/2020
tanggal 18 Mei 2020 tentang Rencana Stategis Mahkamah
Agung Tahun 2020-2024, Pengadilan Negeri Bintuhan perlu
menyusun Rencana Stategis Pengadilan Negeri Bintuhan
Tahun 2020-2024;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf a, b, dan ¢ di atas, perlu menetapkan Keputusan Ketua

Pengadilan Negeri Bintuhan tentang Rencana Stategis

Pengadilan Negeri Bintuhan Tahun 2020-2024;



Mengingat

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5076);

. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5077);

. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
2020-2024;

. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun
2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis
Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;

. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 237A/SEK/SK/NV/2020 tanggal 18 Mei 2020 tentang
Rencana Stategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

KELAS 1l TENTANG RENCANA STRATEGIS PENGADILAN
NEGERI BINTUHAN TAHUN 2020-2024.

Menetapkan Rencana Srategis Pengadilan Negeri Bintuhan

Tahun 2020-2024, yang berisi:

1. Tugas dan Fungsi Pengadilan Negeri Bintuhan;

2. Visi, Misi dan Sasaran Strategis Pengadilan Negeri Bintuhan;

3. Arah Kebijakan dan Strategis, Kerangka Regulasi dan Kerangka
Kelembagaan Pengadilan Negeri Bintuhan;

4. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Pengadilan Negeri
Bintuhan.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bintuhan Tahun 2020-2024

sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi dokumen
perencanaan strategis jangka menengah Pengadilan Negeri
Bintuhan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020
sampai dengan 2024.



KEEMPAT

KELIMA
KEENAM

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bintuhan Tahun 2020-2024
sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai
acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pengadilan Negeri
Bintuhan periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020
sampai dengan 2024.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal 2 Juni 2020
KETUA PENGADILAN NEGERI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:;
1. Yth. Bapak Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu di Bengkulu;

3. Arsip.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan
karunianya, Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024 pada Kantor Pengadilan
Negeri Bintuhan dapat diselesaikan.

Renstra ini menguraikan tentang tujuan yang disinkronisasikan dengan
Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran dengan target yang dilaksanakan
dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari Tahun 2020 s.d. Tahun 2024.

Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi
dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pengadilan Negeri Bintuhan dalam menjalankan
tugas pokok dan fungsinya, serta tersedianya dokumen Rencana Strategis Mahkamah
Agung Tahun 2020-2024 yang lebih akuntabel.

Renstra ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun kami
menyadari apabila masih ada kekurangan, maka tidak tertutup kemungkinan adanya
perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan mendesak/prioritas dan kebijakan
pimpinan Pengadilan Negeri Bintuhan. Semoga Renstra ini benar-benar bermanfaat
dalam mendukung visi Pengadilan Negeri Bintuhan.
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dalam UU Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun
1986 tentang Peradilan Umum yaitu pasal 50.

Pengadilan juga dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat
tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta. Hal ini
juga diatur dalam pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2004.
Memberikan pelayanan di bidang hukum kepada elemen-elemen masyarakat
yang membutuhkan, termasuk pemberian dana bantuan hukum bagi masyarakat
miskin dan terpinggirkan yang berperkara. Juga memberikan pelayanan kepada
mahasiswa yang ingin mengadakan penelitian atau studi di Pengadilan dengan
ijin dari Ketua Pengadilan. Dengan demikian Pengadilan Negeri Khususnya juga
akan memberikan kontribusi positif kepada dunia pendidikan.

B. Kelemahan (Weakness)
Kelemahan —kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Bintuhan dirinci antara lain:

1.

3.
4.

Sumber Daya Manusia di Pengadilan Negeri Bintuhan secara kuantitas dan/

atau jumlah belum terpenuhi.

Peningkatan Sumber Daya Manusia melaui Pendidikan dan Pelatihan

Mahkamah Agung masih lemah dan sporadis

Tingkat keberhasilan mediasi dalam penanganan perkara masih rendah
Sarana dan Prasarana seperti Rumah Dinas, peningkatan kualitas jalan

kantor belum ada.

C. PELUANG (OPPORTUNITIES)
Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Bintuhan untuk
melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1.

2.

Aspek Proses Peradilan

- Adanya website Pengadilan Negeri Bintuhan yang memberikan informasi
kepada masyarakat tentang perkara.

- Adanya Aplikasi PTSP+ (Pelayanan Terpadu Satu Pintu Plus) yang telah
diterapkan di Pengadilan Negeri Bintuhan.

- Adanya Aplikasi SIPP / CTS Versi 3.3.0-1, yang penginputannya sesuai
dengan ketentuan dan tepat waktu.

Aspek Sumber daya aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan kinerja / remunirasi sebgai motivasi dalam peningkatan
kinerja
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- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan
Pengadilan Tinggi Bengkulu maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan
kualitas sumber daya manusia.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik

internal maupun eksternal terhadap di Pengadilan Negeri Bintuhan
4. Aspek tertip administrasi dan manajemen peradilan

- Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum

Pengadilan Tinggi Bengkulu
5. Aspek Sarana dan Prasarana
- Sudah tersedianya fasilitas teknologi informasi di Pengadilan Negeri Bintuhan
berupa jaringan internet.
D. TANTANGAN YANG DIHADAPI (Threats)
Berikut adalah tantangan tantangan di Pengadilan Negeri Bintuhan yang akan
dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan
sebagaimana yang diharapkan.
1. Aspek Proses Peradilan

- Pelayanan Persidangan yang dimulai pada siang hari karena menunggu
kesiapan Penuntut Umum dan Tahanan yang diambil dari Rutan Manna yang
ditempuh sekitar 1,5 Jam.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Masih terbatas / minimalnya Sumber Daya Manusia yang memiliki

Kompetensi di bidang yang dibutuhkan.
3. Aspek pengawasan dan pembinaan
- Kecendrungan Aparatur Pengadilan yang mengulangi kesalahan

4. Aspek Sarana dan prasarana
- Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Bintuhan dari pusat belum sesuai
dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.
5. Aspek Tertip Aministrasi dan Manajemen Peradilan

- Banyaknya Aplikasi Administrasi dan Manajemen yang membutuhkan keahlian
khusus.
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BABII
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

11.1. VISI DAN MISI

Rencana strategis Pengadilan Negeri Bintuhan Tahun 2020-2024 merupakan
komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana
dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian,
pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk
mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai
pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Bintuhan diselaraskan dengan arah
kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana
pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional
Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan rencana pembangunan jangka menengah
(RPJM) 2020-2024 Indonesia berpenghasilan Menengah — Tinggi yang Sejahtera, adil
dan berkesinambungan sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan
program dan kegiatan pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi
pada tahun 2020-2024.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan
yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan
Negeri Bintuhan.

Visi Pengadilan Negeri Bintuhan mengacu pada visi Mahkamah Agung Rl adalah
sebagai berikut .

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN YANG AGUNG”
Misi adalah sesuatu yang harus diembah atau dilaksanakan sesuai visi yang

ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.
Misi Pengadilan Negeri Bintuhan, adalah sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Bintuhan.

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Bintuhan.

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Bintuhan.
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I.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu
satu samapi dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi
dan misi Pengadilan Negeri Bintuhan.

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pnegadilan Negeri Bintuhan adalah sebagai
berikut:

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.

2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.

3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Bintuhan dapat memenuhi butir 1 dan 2
di atas.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang
akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020
sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak di capai Pengadilan Negeri
Bintuhan adalah sebagai berikut:

Meningkatnya penyelesaian perkara.

Peningkatan aksesbilitas putusan hakim.

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice).
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

R T A

Meningkatnya kualitas pengawasan.
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NDIKATOR KINERJA UTAMA
Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran

strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama

No Kinerja Utama

Indikator

Kinerja

Penjelasan

1 Terwujudnya Proses peradilan
yang pasti, transparan, dan
akuntabel

a. Persentase
sisa perkara
Perdata yang
diselesaikan :

b. Persentase
perkara
Perdata
yang
diselesaikan
tepat waktu

Jumlah sisa perkara Perdata yang
diselesaikan X 100 %

Jumlah sisa perkara Perdata tahun
lalu

Catatan :

Sisa perkara : sisa perkara Perdata
adalah Perkara Perdata yang belum
selesai pada tahun sebelumnya.
Input adalah jumla perkara perdata
tahun sebelumnya vyang harus
diselesaikan pada tahun berjalan.
Qutput adalah jumlah sisa perkara
perdata yang diselesaikan pada
tahun berjalan. SE KMA Nmor 2
Tahun 2014 tentang penyelesaian
Pengadilan Tingkat

Pertama dan Tingkat Banding pada 4

perkara di

(empat) lingkungan Peradilan.

Jumiah perkara Perdata yang

diselesaikan tepat waktu X 100 %

Jumlah Perkara yang diselesaikan
Catatan :

Input adalah jumlah perkara perdata
yang diselesaikan bulan

Output

pada

berjalan. adalah jumlah
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. Persentase

Perkara
yang tidak
mengajukan
upaya
hukum
Kasasi

. Persentase

perkara
yang tidak
mengajukan
upaya
hukum
Banding

indeks
Kepuasan
Pencari
Keadilan

perkara perdata yang diselesaikan
tepat wakiu pada bulan berjalan.
Surat Edaran Mahkamah Agung
2 Tahun 2014
penyelesaian perkara di Pengadilan
Tingkat Tingkat
Banding pada 4 (empat) Lingkungan

Nomor tentang

Pertama dan

Peradilan

Jumlah Perkara yang tidak diajukan

hukum Kasasi
upya nu X 100 %

Jumiah Perkara yang diputu

Catatan

Jumlah perkara diputus yang tidak
mengajukan upaya Hukum Banding x 100 %

Jumiah perkara diputus
Catatan :

Merupakan  Persentase  Jumlah
Perkara yang diputus dan tidak
mengajukan upaya hukum kasasi.
Input adalah jumlah perkara yang
putus dalam jangka waktu triwulan.
Qutput adalah jumlah perkara yang
tidak mengajukan upaya hukum
banding dalam jangka waktu triwulan.
Data pada indicator ini d input dalam
jangka waktu triwulan

Jumlah responden pencari keadilan y:
puasTerhadap Layanan PeradilanXl

00 %

Jumiah responden pencari keadilan
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f. Persentase
sisa perkara
pidana yang
diselesaikan

g. Persentase
Perkara
Pidana yang
Diselesaikan
Tepat Waktu

Catatan :

Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor
14 Tahun 2017 tentang pedoman
Penyusunan surveykepuasan
masyarakat unit penyelengara
pelayanan publik

Jumiah sisa perkara pidana yang

diselesaikan X100 %
Jumlah sisa perkara pidana tahun
lalu
Catatan :

Sisa perkara pidana adalah perkara
pidana yang belum selesai pada
tahun sebelumnya. Input adalah
jumlah sisa perkara pidana tahun
sebelumnya yang harus diselesaikan
pada tahun berjalan. Output adalah
jumiah sisa perkara pidana yang
diselesaikan pada bulan berjalan. SE
KMA Nomor 2 tahun 2014 tentang
penyelesaian perkara di Pengadilan
Tingkat pertama dan Tingkat Banding
pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan

Jumiah perkara pidana yang diselesaik
Tepat Waktu
Jumlah perkara pidana yang

diselesaiakan

X 100%

Catatan :

Input adalah jumlah perkara pidana
yang diselesaikan pada bulan
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2

Peningkatan
pengelolaan
perkara

efektifitas
penyelesaian

h. Persentase

Perkara yang
tidak
mengajukan
upaya hukum
Peninjauan
Kembali

i. Persentase

Perkara
pidana anak
yang
diselesaikan
dengan
diversi

. Persentase

salinan
Putusan yang
diterima oleh
para  pihak
tepat waktu

. Persentase

Berkas
Perkara yang
dimohonkan
Banding,

berjalan. Qutput adalah jumiah
pekara pidana yang diselesaikan
tepat waktu pada bulan berjalan .
Surat Edaran Mahkamah Agung
Nomor 2 Tahun 2014 tentang
penyelesaian perkara di Pengadilan
Tingkat Pertama dan Tingkat
Banding pad 4 (empat) Lingkungan
Peradilan.

Jumlah perkara yang diputus yang tida
Mengajukan upaya hukum PK .00,
Jumlah perkara yang putus

Jumiah perkara pidana anak yang
diselesaika Dengan diversi
Jumlah perkara pidana anak

Jumiah salinan putusan yang diterima

Oleh para pihak tepat waktu X 100 %
Jumlah Perkara yang telah diputus
Catatan :

Merupakan persentase jumlah perkara yang
diputus dan tidak mengajukan upaya hukum
peninjauan kembali. Input adalah jumiah
perkara yang diputus pada tahun berjalan.
Output adalah jumlah perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum PK pada tahun
berjalan. Data pada indicator ini dinput
dalam jangka waktu tahunan.

Jumlah Berkas Perkara yang dimohonkan
Banding, Kasasi dan PK yang diajukan
Tepat Waktu dan lengkap X 100 %
Jumlah perkara yang dimohonkan Banaing,
Kasasi dan PK

it ==
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Meningkatnya akses peradilan
bagi masyarakat miskin dan
terpinggirkan

Meningkatnya kepatuhan

terhadap putusan Pengadilan

kasasi dan
PK yang
diajukan
secara
Lengkap dan
tepat wakiu

. Persentase

Perkara yang
diselesaikan
melalui
mediasi

. Persentase

perkara
prodeo yang
diselesaikan

. Persentase

Pencari
keadilan
Golongan
tertentu yang
mendapat
layanan
Bantuan
Hukum
(Posbankum)

. Persentase

putusan
perkara
perdata
yang
ditindaklanju
ti
(dieksekusi)

Catatan :

Jumiah Perkara yang diselesaikan melalui

mediasi X 100 %

jumlah perkara yang dilakukan mediasi

Jumiah perkara prodeo yang diselesaikan

Jumlah perkara prodeo X 100 %
Catatan

Jumiah pencari keadilan golongan tertentu vai
| Mendapatkan Layanan bantuan hukumX 100 %

Jumlah pencari keadilan golongan tertentu

Catatan :

Jumiah putusan perkara perdata yang

Ditindak lanjuti (dieksekusi) X 100 %

Jumlah putusan perkara yang sudah BHT

Catatan :
BHT : Berkekuatan Hukum Tetap

PROGRAM DAN KEGIATAN

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri
Bintuhan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian
program dan kegiatan pokok yang akan direncanakan sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Manajemen Pengadilan Negeri

Program peningkatan manajemen peradilan umum merupakan program untuk
mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi
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perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan pokok yang

dilaksanakan Pengadilan Negeri Bintuhan dalam pelaksanaan program peningkatan

manajemen pengadilan umum adalah:

1. Penyelesaian perkara pidana dan perdata.

2. Penyelesaian sisa perkara pidana dan perdata.

3. Pengiriman berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat
waktu.

4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke majelis yang tepat waktu.

5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dibuat untuk

mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas

dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan

dalam program ini adalah:

1. Tindak lanjut pengaduan yang masuk.

2. Tindak lanjut temuan yang masuk.

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung RI

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung bertujuan

untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana.

Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan

peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.
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BAB Il
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS

111 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI
Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam
RPIMN tahun 2020-2024 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi
Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung
menetapkan 7 (tujuh) sasaran sebagai berikut;
1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
3. Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui
pemanfaatan teknologi informasi.
4. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal
baik internal maupun eksternal.
5. Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang
sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel.
6. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan
parameter obyektif.
7. Peningkatan Pengelolaan Manajerial lembaga peradilan secara akuntabel efektif
dan efisien.
Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai
berikut:
Sasaran Strategis 1: Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan
akuntabel.
Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan
akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:
1. Penyempurnaan penerapan sistem kamar;
2. Pembatasan perkara kasasi;
3. Proses berperkara yang sederhana dan murah dan
4. Penguatan akses peradilan.
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Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan

terpinggirkan

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan akses peradilan bagi masyarakat

miskin dan terpinggirkan dicapai dengan 3 (tiga) arah kebijaksanaan sebagai berikut :

a. Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin.

b. Sidang keliling/zitting plaats

c. Pos pelayanan bantuan hukum.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara

melalui pemanfaatan teknologi informasi

Dengan arah kebijakan sebagai berikut :

a. Penataan ulang manajemen perkara

b. Integrasi Informasi perkara secara elektronik.

c. Penguatan Organisasi dan SDM Kepaniteraan

Sasaran Strategis 4 : Terwujudnya pelaksanaan pengawasan Kinerja aparat

peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan pengawasan aparatur peradilan,

ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

a. Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan

b. Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan

c. Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat

d. Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam
pelaksanaan fungsi pengawasan.

Sasaran Strategis 5 : Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi

dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel

Untuk mewujudkan sasaran strategis pengembangan sistem informasi yang terintegrasi

dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel, ditetapkan

arah kebijakan sebagai berikut:

a. Transparansi kinerja secara efektif dan efisien;

b. Penguatan Regulasi Penerapan Sistem Informasi Terintegrasi dan

c. Pengembangan Kompetensi SDM berbasis Tl.

Sasaran Strategis 6 : Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga

peradilan berdasarkan parameter obyektif.

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM,

ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:
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a. Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan
b. Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan.
Sasaran Strategis 7: Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan
secara akuntabel, efektif dan efisien
Dengan arah kebijakan sebagai berikut:
a. Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung
b. Penataan manajemen dalam rangka good court governance
c. Reorganisasi dan mengarah pada good court governance dan pengembangan
budaya organisasi yang efektif.

1.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Bintuhan

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN
tahun 2020-2024 dan 7 (tujuh) sasaran yang telah ditetapkan oleh Mahkamah
Agung dalam rangka mewujudkan visi Mahkamah Agung untuk mewujudkan
Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, sesuai dengan Visinya untuk mewujudkan
Pengadilan Negeri Bintuhan Yang Agung, Maka Pengadilan Negeri Bintuhan
melaksanakan, Reformasi Sistem Peradilan yang membawa perubahan mendasar bagi
Pengadilan Negeri Bintuhan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya baik
dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri
Bintuhan sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI bertugas dan berwenang
menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk pada tingkat
pertama.

Pengadilan Negeri Bintuhan menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yaitu
sebagai berikut :

Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

LN =

Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai
berikut:

Sasaran Strategis 1 :Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan
akuntabel

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan
akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : o
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a. Penyelesaian perkara di tingkat pertama yang tepat waktu
b. Proses berperkara yang sederhana dan murah.
Sasaran Strategis 2: Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
Dengan arah kebijakan sebagai berikut:
a. Penataan ulang manajemen perkara.
b. Integrasi Informasi perkara secara elektronik.
c. Penguatan Organisasi dan SDM Kepaniteraan
Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin
dan terpinggirkan.
Untuk mewujudkan sasaran strategis Meningkatnya Akses Peradilan bagi
masyarakat miskin dan terpinggirkan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut
a. Penguatan akses peradilan

- Pembebasan biaya perkara.

- Pos Pelayanan Bantuan Hukum
Sasaran Strategis 4: Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.
Dengan arah kebijakan sebagai berikut:

Penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama dan Banding diatur melalui Surat
Edaran Ketua Mahkamah Agung Rl No. 3 Tahun 1998 Tentang Penyelesaian Perkara
yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan perkara
tata usaha negera, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6
(enam) bulan dengan Keputusan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan

wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi.

Kurangnya SDM tentu Memaksimalkan dan Dengan terbatasnya
akan berdampak kepada meningkatkan Kinerja Sumber Daya manusia
asas peradilan yang dengan (Hakim), Mahkamah
cepat, dimana jumiah menitikberatkan Agung telah merekrut
perkara tidak sebanding  kepada kualitas Calon Hakim melalui

dengan jumiah Sumber
Daya Manusia.

dibandingkan kuantitas
(jumiah)

seleki Umum.
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a. Mekanisme prosedur a. Hakim telah

mediasi belum efektif

mencapai sasaran

mengurangi  tumpukan

perkara

b. Mediasi belum
dilaksanakan secara
rmaksimal di
pengadilan.

¢. Belum semua hakim
mempsroleh
pelatihan mediasi
sehingga
pemahaman mereka
tentang mediasi

belum seragam

d. Adanya peran
pengacara yang
menghambat mediasi
karena akan
berimbas pada
financial fee yang

mereka dapatkan dari
klien.

a. Sistem informasi
perkara yang ada
befum terintegrasi
dengan sistem
informasi penerimaan
berkas.

b. Penggunaan sistem
komunikasi data
belum efektif
{partisipasi tinggi
tetapi belum ada data
mengenai
compliance).

¢. Proses pemeriksaan
pada majelis masih
sangat tergantung
dengan berkas fisik.

d. Tidak adanya system
pengklasifikasian
berkas putusan
pengadilan

mendapatkan
pelatihan mediasi
meskipun masih
sebagian

b. Ada iembaga

mediasi di luar
pengadilan

¢c. Skema non ligitasi

bantuan hukum ada
dalam bentuk
mediasi (UU No.16
tahun 2011)

a. Sistem

Informasi
perkara SIPP

b.

Mempertajam
metode rekruitmen
calon peserta
pelatihan mediasi
dengan
memprioritaskan
pada hakim yang
belum pernah
mendapatkan
pelatihan.

Meningkatkan
sosialisasi manfaat
mediasi yaitu cepat,
murah dan win-win
solution.

Penguatan
sama dengan

kerja

lembaga mediasi di

a.

luar pengadilan

Integrasi sistem
informasi perkara
pada informasi
penerimaan
berkas.

Sistem monitoring
yang mendukung
produktifitas
kinerja
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a. Masih ada
kesalahan ketik
terhadap putusan
baik kesalahan
ketik (fypo) atau
substansi.

b. Tidak ada tindakan
tegas terhadap
pelaksana.

c. Tidak ada
mekanisme control
process koreksi
majelis.

d.Tidak ada sistem yang
menjamin keamanan
dalam proses

pencetakan putusan.

a. Sistem informasi yang
terpisah
dengan sistem
manual.

b. Ketentuan tentang
one day publish
setelah perkara
dikirim ke
pengadilan pengaju
belum bisa
dipenuhi.

¢c. Belum ada monev
dan reward and
punishment sekaligus
kejelasan SOP.

a. Psmahaman teknis
staf pengadilan
Tingkat Pertama
bervariasi.

b. Kurangnya pelatihan
khusus administrasi
pengadilan bagi staf
pengadilan Tingkat
Pertama

¢. Belum ada reward
and punishment bagi
pengadilan Tingkat
Pertama utk kinerja
pengiriman berkas

d. Pengawasan
terhadap entri data
tidak konsisten.

Pedoman
penyusunan putusan
yahg mendorong
dibuatnya template
yang berlaku bagi
putusan banding.

. Efektifitas dalam
menginput data
pada Aplikasi SIPP

SQOP pengiriman
berkas perkara
dengan lembar check
list kelengkapan
berkas

a. Fitur secure
printing dan
standarisasi
prosedur
pencetakan

b. SKKMA
No.44/KMA/SKAII/
2014 tentang
Pemberlakuan
template putusan
dan standar
penomoran
perkara pidana
umum

Adanya sistem
informasi

perkara modern yang
mampt
mensimplifikasi
proses kerja sehingga
proses penanganan
perkara bisa lebih
gsederhana dan cepat.

a. Koordinasi lintas
sektoral satker

b. Kebijakan pemberian
reward and
punishment
terhadap kepatuhan
prosedur
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Alokasi anggaran a.

tidak mampu
menutup seluruh
komponen biaya
penyelesaian
perkara yang akan
dibiayai

Adanya sikap b.

masyarkat yang
maluftidak yakin bila
mendapat perlakuan
khusus sebagai

orang migkin dan C.

biasanya mereka
tinggal dipinggiran
kab/kota

Penetapan target
perkara belum
memanfaatkan data
potensi perkara
miskin dilihat dari
jumiah penduduk
miskin tiap kab/kota
Pertanggungjawaba
n keuangan untuk
proses penyelesaian
perkara yang belum
selesai sampai akhir
tahun anggaran
Sebaran OBH belum

merata di setiap
kabupaten ada,
belum mampu
menyediakan
kebutuhan
pengadilan disetiap
Kab/kota
Posbankum yang
bertugas untuk
memberikan layanan
pembuatan surat
gugatan/konsuitasi
hukum bagi
masyarakat miskin,
pada  realisasinya

banyak memberikan
konsultasi pada para
pihak tidak miskin
(tidak ada surat
miskin) tapi ftidak
mampu  membayar
pengacara/adcvocat)

Perma NO. 1 Tahun
2014 tentang
pedoman pemberian
layanan hukum bagi
masyarakat tidak
mampt di
pengadilan

UU No. 16 tahun
2011 tentang
bantuan hukum
yang dilaksanakan
oleh BPHN

Menjadi sasaran
dalam Cetak Biru
Mahkamah Agung
R1 2010-2035

Menjadi sasaran
dalam cetak biru
Mahkamah Agung
RI 2010-2035

UU No. 16 Tahun
2011 dan Perma No.
1 Tahun 2014

Ada komitmen baik
dari MA maupun
BPHN untuk
melakukan kerja
sama.

a. meningkatan

a.Publikasi program
pembebasan biaya
perkara kepada
masyarakat

b.Penajaman estimasi
baseline
berdasarkan data
dan penguatan
alokasi anggaran

c.Meningkatkan kerja
gsama dengan BPHN
tentang mekanisme
penggunaan jasa
OBH (peraturan
bersama).

d.Meningkatkan
koordinasi dengan
kementerian
keuangan dan BPK
untuk mendapatkan
perlakuan tersendiri
atas
pertanggungjawaba
n keuangannya.

kerja
sama dengan BPHN
tentang mekanisme
penggunaan jasa
OBH {Peraturan
bersama)
penguatan  alokasi
anggaran posbakum
melalui  penyusun
baseline
berdasarkan data riil
baik dari sisi OBH
maupun dari
pengadilan
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c. Alokasi anggaran
boshakum yang
ditetapkan dalam

bentuk jam layanan,
jumlah jam layanan

belum sepenuhnya
mencerminkan
kebutuhan tiap
pengadilan.

d. Belum ada
kesepakatan
pemetaan data
antara OBH dengan
posbakum di
pengadilan dan
bagaimana
mekanisme
pengawasannya.

a. Tidak terpenuhinya
target penyelesaian
perkara kurang dari 3
bulan untuk

Pengadilan Tinggi dan
5 bulan untuk
Pengadilan Negeri

b. Menurunkan
kepercayaan
masyarakat terhadap
iembaga peradilan

¢. Penyelssaian
sengketa non ligitasi
tidak efektif dan efisien

d. Menghambat
perkembangan bisnis
khususnya dalam
melindungi pengusaha
kecil.

e. Menurunkan iklim
investasi SASARAN :
Proses Peradilan yang
pasti, transparan dan
akuntabel,

f. Perlu dibentuk

mekanisme
penyelesaian perkara
secara cepat dan
murah.
g. Small Claim Court
belum masuk RUU
Hukum Acara Perdata.

c.Paran

a.Tuntutan

masyarakat
sangat
untuk
meningkatkan
akses peradilan
dengan
penyederhanaan
proses
persidangan

besar

b.Konsep dan

mekanisme small
claim court

Panitera
melakukan
pemeriksaan syarat
pendaftaran
gugatan sederhana
dengan
mengembalikan
gugatan yang tidak
memenuhi syarat

a. Pembentukan dasar

hokum  mengenai
pelaksanaan small
claim court

. PERMA No.2 Tahun

2015 tentang Tata
cara penyelesaian
gugatan sederhana
Pelaksanaan
peradilan  secara
cepat di Pengadilan
Tingkat  Pertama
untuk  memeriksa
perkara perdata
dengan nilai
gugatan sampai
dengan Rp.200 juta.
PERMA Nomor 2
Tahun 2015
tentang  Gugatan
Sederhana
.Mencegah
pemeriksaan oleh
hakim atas gugatan

sederhana yang
tidak memenuhi
syarat
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1.3 Kerangka Regulasi

Guna menyesuaikan Visi dan Misi Mahkamah Agung, dan Badan Peradilan
dibawahnya dengan pogram prioritas yang ditetapkan pada RPJMN 2020-2024 di
bidang hukum pada tahap Il pencapaian roadmap Mahkamah Agung untuk
pembangunan pembaruan badan peradilan Indonesia dalam Cetak Biru, Mahkamah
Agung menetapkan pogram strategisnya untuk meningkatkan kesadaran dan
penegakan hukum dapat memantabkan kemandirian bangsa dalam bidang pangan
pariwisata untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan perokonomian, sehingga
dituntut penguatan kerangka integrasi regulasi yaitu kebijakan yang menyangkut
hal-hal sebagai berikut:

1. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan
pembangunan pembaruan pada peradilan Indonesia

2. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian
prioritas pembangunan pembaruan badan peradilan Indonesia.

3. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan
regulasi.

Dengan demikian dalam perencanaan harus menentukan kerangka regulasi
untuk pengendalian dalam pencapaian tujuan, dimana kerangka regulasi tersebut
selain berfungsi sebagai pengendali juga dapat menjadi pengawal dan penghubung
serta merupakan faktor pendorong dari pada pelaksanaan pogram dan kegiatan yang
sudah ditetapkan dalam perencanaan

Pengadilan Negeri Bintuhan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya
telah terlebih dahulu mengidentifikasikan dan mempetakan potensi kekuatannya
dengan segenap permasalahannya dengan komitmen organisasi telah menetapkan
kerangka regulasinya dalam pencapaian sebagai mana Visinya untuk mewujudkan
Pengadilan Negeri Bintuhan yang Agung.

Keterkaitan antara tujuan dan pogram dengan sasaran strategis yang telah
ditetapkan sangat mutlak diperlukan arah kebijaksanaan yang tidak keluar dari
kerangka regulasinya, sehingga Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk mewujudkan
Visinya menjadikan Peradilan yang Agung yang mendukung pembangunan pembaruan
Badan Peradilan Indonesia yang Agung pada tahun 2035, maka pada tahap II
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pembangunan jangka menengah, Mahkamah Agung RI telah banyak mengeluarkan

kebijakan yang berupa peraturan dan keputusan yang dapat dijadikan pedoman dan

regulasi Pengadilan Negeri Bintuhan dalam pogram dan kegiatan rencana strategis

yang dapat tergambar pada keterkaitannya sebagai berikut:

Peningka
tan
Penyeles
aian
Perkara
Pengadil
an Negeri
Bintuhan

. Penyelesaian

perkara tepat
waktu

. Penyederhana

an proses
berperkara

¢. Penguatan

akses pada
pengadilan

. Modsrnisasi

manajemen
perkara

. Penataan

ulang proses
manajemen

. Rintisan

pelaksanaan
Sistem
Peradilan
Pidana
Terpadu

. Pelasanaan

Sistem
Peradilan Anak

. Spesifikasi

Hakim pada
Pengadilan
Tingkat
Pertama

. Pembentuka

n landasan
hukum un
utk
meminimalis
ir sisa
perkara
akhir tahun

. Pelaksanaa

n sistem
peradilan
anak dan
peleksanaa
n sistem
peradilan
pidana
terpadu, one
stop service
dli
Pengadilan
Negeri
Bintuhan

o

KERANGKA REGULASI

SK KMA
tentang
Template
Putusan
Ditingkat
Pertama

MOU
pelaksanaan
sistem
pidana
terpadu

Juknis
tentang
percepatam
penyelesaia
n perkara

SK KMA
tentang
Pelaksanaa
n Sistem
Peradilan
Anak

Kepaniteraan
Pengadilan
Negeri Bintuhan
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2.0ptimalisa
si
Manajem
en
Pengadil
an Negeri
Bintuhan

Peningkata
n
kapabilitas
Aparatur
Pengadilan
Negeri
Bintuhan

1.Peningkatan
Dukungan
Manajemen
dan
Pelaksanaan
Tugas
Teknis

. Peningkatan
penyelesaian
perkara

. Peningkatan
efektifitas
pengelolaan
penyelesaian
perkara

. Peningkatan
aksebilitas
masyarakat
terhadap
petadilan

. Peningkatan
kualitas SDM

Peningkatan
efektifitas
kinerja aparatur
teknis dan non
tenis

peradilan

Optimalisasi
pemanfaata
n teknologi
informasi,
peningkatan
kualitag
sumber
daya

a. Implementa
si SK KMA
tentang
percepatan
penyelesaia
n perkara

b. Penambaha
0 volume
posbakum,
perkara
prodeo

¢. Peningkatan
pelayanan
publik

d. Standarisasi
pelaksanaa
n Bimtek

Peningkatan
kualitas
aparatur
peradilan
bidang teknis
dan non
teknis
yudisial serta
administrasi
umum

Optimalisasi
teknologi
informasi dan
peningkatan
kualitas
aparatur
peradilan

. SE DITJEN

tentang
penambaha
n volume
posbakum
dan perkara
prodeo

. Pembuatan

surat edaran
peningkatan
pelayanan
publik

. Juknis

pelaksanaan
Bimtek

. Juknis

tentang
percepatan
penyelesaia
n perkara

Pembuatan
SK
Penghargaa
n (reward)
tentang
peningkatan
kualitas
aparatur
peradilan
bidang
teknis dan
non teknis
yudisial
serta
administrasi
umum.

Pembuatan
SKtentang
tata kelola
optimalisasi
teknologi
informasi
dengan
merujuk

Ketua Kepaniter
Pengadilan aan dan
Negeri Hakim
Kesekretariatan = Baperjaka
Pengadilan t
Negeri Bintuhan
Kesekretariat ~ Bagian
an Tl dan
Kepega
waian

RENSTRA 2020-2024 PENGADILAN NEGERI BINTUH,



Lainnya MA

5. Sarana dan
Prasarana
Aparatur
peradilan.

manusia;

Peningkatan
sarana dan
prasarana
pendukung
Kinerja aparatur
peradilan

kepada
SK/ISE KMA
ldentifikasi Pembuatan SK  Kesekretariatan Perencan
skala prioritas tentang aan
pemenuhand standarisasi
sarana an pendukung
prasarana el
- kinerja aparatur
i eradilan
aparatur P
peradilan
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ll.4 Kerangka Kelembagaan

Sesuai Pasal 2, 3 dan 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang
telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan terakhir di ubah
dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum bahwa
Pengadilan Negeri Bintuhan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di
lingkungan peradilan umum di tingkat pertama yang susunannya terdiri dari
Pimpinan yaitu Ketua dan Wakil Ketua dan Hakim Anggota, sebagai pejabat
pelaksana tugas kekuasaan kehakiman yang dibantu oleh Panitera Pengganti,
serta Panitera sebagai pelaksana tugas administrasi perkara dan Sekretaris
sebagai pelaksana administrasi umum.

Tugas dan wewenang kepaniteraan dan kesekretariatan Peradilan Umum
telah diatur dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Tugas dan
Wewenang Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan sebagai pimpinan peradilan umum
di wilayahnya diatur dalam Pasal 53 Ayat 3 Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009
tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan
umum bahwa Ketua Pengadilan Negeri melakukan pengawasan hakim dan
pelaksanaan tugas serta prilaku Panitera, Sekretaris dan melakukan pengawasan
terhadap jalannnya peradilan ditingkat Pengadilan Negeri dan menjaga agar
peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dengan memberikan
petunjuk, teguran dan peringatan sebagaimana sesuai dengan peraturan
Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang pengawasan dan pembinaan
atasan langsung dilingkungan peradilan. Dalam pelaksanaan fungsi dan tugas
serta dalam pengawasan dan pembinaan aparat peradilan sesuai PERMA Nomor 8
Tahun 2016 dan sesuai PERMA Nomor 7 Tahun 2015 susunan organisasi
Pengadilan Negeri Bintuhan adalah sebagai berikut :

1. Kepaniteran Pengadilan Negeri Bintuhan dipimpin oleh Panitera dengan tugas
melaksanakan pemberian dukungan dibidang teknis dan administrasi perkara
serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang terdiri:

a. Panitera Muda Perdata;
b. Panitera Muda Pidana:;
¢. Panitera Muda Hukum

Masing-masing dipimpin oleh Panitera Muda.
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2. Kesekretariatan Pengadilan Negeri Bintuhan dipimpin oleh Sekretaris yang
dibidang
organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasaranan

bertugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi,
dilingkungan Pengadilan Negeri Bintuhan yang terdiri sebagai berikut:

a. Bagian Umum dan Keuangan;

b. Bagian Perencanaan, Tl dan Pelaporan;

c. Kepegawaian dan Ortala;
Masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub. Bagian.

Dalam pelaksanaan fungsi dan tugas fungsional penyelesaian dalam
memutus perkara Pengadilan Negeri Bintuhan dilakukan oleh Hakim dan Panitera
Pengganti dengan dukungan dari Kepaniteraan serta Kesekretariatan sehingga
bagan susunan organisasi Pengadilan Negeri Bintuhan adalah sebagaimana

dibawah ini:
STUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN NEGER! BINTUHAN KELAS I
TAHUN 2020
KETUA
WAKIL KETUA
HAKIM e o]
PANITERA SEXRETARIS
gl I B S o
i b ] A
PERDATA MUDA PIDANA MUDA HUKUM T, & PELAPORAN CRTALA KEUANGAN
| | | 1 | |
STAF STAF STAF STAF STAF STAF
PANITERA PENGGANTI JURUSITA | JURUSITA PENCCANT!
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BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan
Negeri Bintuhan memiliki 3 program yang akan dilaksanakan oleh jajarannya yaitu:
1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program ini dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu dan Ditjen
Badan Peradilan Umum dengan sasaran program dan indikator program sebagai
berikut:

Terselenggaranya
Proses Peradilan yang
Pasti, Transparan dan
Akuntabel

Terselenggaranya proses

penyelesaian perkara yang

tepat waktu, transparan dan e = 80rk 100rk 100m mgk

akuntabel yang didukung pe P pe pe g
: ara ara ara ara ra

Teknologl Informasi di

Kepaniteraan

Terselenggaranya 12 bin 12 bin 12 bin 12 bin 12 |

Administrasi Yustisial

dan

AdminigtrasiKeuangan

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya.

Program ini dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu dan Badan Urusan
Administrasi dengan sasaran program dan indikator program sebagai berikut:

Meningkatkan kualitas
layanan dukungan
manajemen untuk
mendukung
pelaksanaan pelayanan
prima paradilan
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Meningkatnya pengelolaan

administrasi kepegawaian 17 17 17 17 17
dan pengembangan SDM ora cra ora ora ora
berdasarkan parameter ng ng ng ng ng
obyaktif

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan
Negeri Bintuhan.

Program ini dilaksanakan oleh Badan Urusan Administrasi dengan sasaran
program dan indikator program sebagai berikut:

Terpenuhinya
kebutuhan sarana dan
prasarana dalam
mendukung
Jumiah pangadaan 2 unit 5 unit 5 unit 5 unit 5 unit
perangkat pengolah data
dan komunikasi
Jumiah pengadaan
Peralatan/Fasilitas kantor di A0 daS 1) WD 100 et
Lingkungan Pengadilan u e
Tinggi Bengkulu
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BABV
PENUTUP

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bintuhan tahun 2020-2024 diarahkan
untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan
perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat
eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk mengambarkan peta
permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan dan
strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output
yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana strategis Pengadilan Negeri Bintuhan harus terus disempurnakan
dari waktu ke waktu. Dengan demikian Renstra ini bersifat terbuka dari
kemungkinan perubahan. Melalui Renstra ini diharapkan dapat membantu
pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan
terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula diharapkan unit-unit kerja di lingkungan
Pengadilan Negeri Bintuhan memiliki pedoman yang dapat dijadikan panutan bagi
pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020-2024,
sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Bintuhan dapat terwujud dengan baik.
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